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RINGKASAN

Asas Kontradiktur Delimtasi merupakan suatu horma yang dimana pihak yang
ingin mendaftarakan tanahnya wajib memperhatikan batas-batas tanahnya, bersamaan
dengan para pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang akan dilakukan
sertipikasi hak atas tanah. Pada pendaftaran tanah, asas ini sangatlah penting yang
bertujuan untuk mencegah adanya penyerobotan batas tanah pihak lain yang mana
akan menimbulkan sengketa batas tanah, akan tetapi didalam fakta lapangan asas ini
tidak dilaksanakan secara sempurna dan dapat menimbulkan pengambil alihan hak
atas tanah seseorang, maka dari itu para pihak wajib memasang patok sebagai batas
antaratanah yang satu dengan yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kontradiktur
delimitasi dalam proses pendaftaran tanah didalam hukum tanah nasional, kemudian
menganalisa pencerminan asas kontradiktur delimitasi dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lalu menganalisa
prinsip hapusnya hak atas tanah didalam hukum tanah nasional serta menganalisa
akankah hak atas tanah seseorang hapus akibat tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan tanda batas seseuai dengan asas kontradiktur delimitasi di era sekarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
khususnya Pasal 19 dianggap mengandung asas kontradiktur delimitasi akan tetapi
didalam pasal tersebut tidak mencerminkan asas kontradiktur delimitasi karena pada
pasal tersebut menyatakan tidak tercapainya suatu kesepakatan antara pemilik tanah
dengan pihak-pihaknya yang tanahnya berbatasan, hal ini sudah sangan jelas bahwa
pasal tersebut tidak mencerminkan asas kontradiktur delimitasi yang mana asas ini
mewajibkan para pihak terlebih dahulu memasang tanda batas sebelum dilakukannya
pengukuran tanah. Kemudian adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kewajiban
para pihak baik pemilik tanah maupun yang berbatasan untuk hadir pada saat
dilaksanakan pengukuran hal ini tentu akan menimbulkan oknum-oknum nakal
dengan langsung menerbitkan sertipikat tersebut sehinggnya mengakibatkan
hilanngnya hak atas tanah seseorang akibat tidak melaksanakan kewagjiban
pemeliharaan tanda batas.
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ABSTRAK
Oleh:
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M agister Kenotariatan Universitas Lambung M angkurat Banjarmasin

KataKunci : Hapusnya Hak Atas Tanah, Asas Kontradiktur Delimitasi, Hukum
Tanah Nasional

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pencerminan asas
kontradiktur delimitasi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah dan hapusnya hak atas tanah seseorang akibat tidak
melaksanakan kewajiban pemeliharaan tanda batas. Dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu menjawab
isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan
secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas
permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : Asas hukum merupakan
sebuah jantung atas peraturan perundang-undangan maka dari itu aturan-aturan yang
ada di Indonesia mengandung asas hukum salah satunya adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 19 dianggap
mengandung asas kontradiktur delimitasi akan tetapi didalam pasal tersebut tidak
mencerminkan asas kontradiktur delimitasi karena pada pasal tersebut menyatakan
tidak tercapainya suatu kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak-pihaknya
yang tanahnya berbatasan, hal ini sudah sangat jelas bahwa pasal tersebut tidak
mencerminkan asas kontradiktur delimitasi yang mana asas ini mewagjibkan para
pihak terlebih dahulu memasang tanda batas sebelum dilakukannya pengukuran
tanah. Kedua : adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kewajiban para pihak
baik pemilik tanah maupun yang berbatasan untuk hadir pada saat dilaksanakan
pengukuran hal ini tentu akan menimbulkan oknum-oknum nakal dengan langsung
menerbitkan sertipikat tersebut sehinggnya mengakibatkan hilanngnya hak atas tanah
seseorang akibat tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan tanda batas kemudian
kelayakan aturan berkaitan dengan tanda batas tanah ini diera sekarang dimana Badan
Pertanahan mengadakan sebuah program Plotting yang mana hal ini telah
mempengaruhi aturan tersebut dan sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukm
berkaitan dengan tanda batas tanah.

4NIM : 2120216320027
5 Pembimbing Utama
6 Pembimbing Pendamping

VIl



REMOVAL OF LAND RIGHTS ACCORDING TO DELIMITATION
CONTRADICTORY PRINCIPLE IN NATIONAL LAND LAW
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ABSTRACT

Keywords: Removal of Land Rights, Delimitation Contradictory Principle, National
Land Law

This research is aimed at analyzing the reflection of delimitation contradictory
principle in Article 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 conceming Land
Registration and removal of someone's land rights as consequence of not performing
the obligation to look after the boundary signs This is normative legal research, the
characteristic of this research is prescriptive analytical. The results of the research are
firstly, legal principle is the heart of a legislation, so the regulations existing In
Indonesia contain legal principles, one of them i1s Government Regulation Number 24
of 1997 concerning Land Registration. especially Article 19 which is considered to
contain delimitation contradictory principle, however, the said article does not reflect
delimitation contradictory principle. It is so because that article states that no consensus
between landowner and the parties whose land border it. This matter is very clear that
the said article does not reflect delimitation contradictory principle in which this
principle obliges the parties firstly put up boundary signs before land measurement is
carried out. Secondly, there is vacuum of law related to the obligation of the parties
both the landowner and the parties whose land border it to be present at the moment of
the implementation of the measurement. Of course, this matter brings about naughty
individuals by directly issuing the certificate, so it will cause the removal of someone’s
land right as consequence of not performing the obligation to maintain boundary signs,
then the propemness of regulation related to the land boundary signs in current era
where Land Agency runs a program of Plotting in which this matter has influenced the

said regulation, and law reform related to land boundary signs must impelemented.
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